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IHKTISAR

Skripsi ini berjudul: Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020
Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah
Covid 19 (Studi Kasus di BAZNAS Sumatera Utara). Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh meluasnya pandemi Covid-19 diberbagai negara khususnya
Indonesia yang memberikan dampak buruk terhadap tatanan negara. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk
penanggulangan Wabah Covid 19 berdasarkan Fatwa MUI No. 23
Tahun 2020, alasan pengurus BAZNAS Sumatera Utara terkait
pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, dan faktor penghambat
dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS
Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif yuridis
atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Metode penelitian
(mode of inquiry) yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan model
penelitian Kkualitatif dengan pendekatan solosiologi hukum. Penelitian ini
ditemukan bahwa Dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk
penanggulangan Wabah Covid 19 dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun
2020 diantaranya adalah Alqur’an, Hadis, dan berbagai pendapat ulama,
kaidah fikih dan fatwa MUI terkait zakat. Alasan pengurus BAZNAS
Sumatera Utara terkait pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020
karena terdapat program kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga selama masa
pandemi Covid 19 Baznas Sumatera Utara tetap melaksanakan kegiatan rutinitas
sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan program kegiatan harian, bulanan
dan tahunan, dan tidak adanya pemberitahuan oleh MUI kepada Baznas Sumatera
Utara terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Yang dalam hal ini seharusnya MUI
melibatkan pihak Baznas dalam pembahasan fatwa tersebut meningatkan fatwa ini
membahas persoalan menyangkut infag, sedekah, dan zakat yang berada di
Baznas. Dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23
Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara yaitu 1. Tidak adanya
keterlebitan Baznas oleh MUI terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, 2. Dana
yang masuk belum maksimal, keterbatasan dana di satu kelompok saja. Jumlah
yang berzakat dengan asnaf belum sebanding. Banyak perusahaan BUMN belum
sepenuhnya menyalurkan zakat, 3. Kondisi Covid-19 ini, Sehingga ekonomi
masyarakat pada saat ini semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk
mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya.

Kata Kunci: Pemanfaatan Dana Zakat, Penanggulangan Wabah Covid 19
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah maaliyah ijma’iyah (ibadah yang berkaitan dengan
ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam
yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke
empat di samping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat
mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap
zakat.'Padahal zakat dan salat banyak ditulis dalam Al-qur’an, misalnya Surat at-

Taubah ayat: 11 menyebutkan:

b0 e Ak L RN Bl 616 o
Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka
(mereka itu) adalah saudara- saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan
ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.?

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan
Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama
manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah Swt, namun
merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara

optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam

dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial

!Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo
Semarang, cet.1, 2012), h. 8-9

2Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin, (Bandung:
Sygma, 2011), h. 188



umat tidak akan berkembang baik.*Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki
harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk
diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang
ditentukan sesuai ajaran Islam.* Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri
yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.®
Adapun nash Al-qur’an yang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat at-

Taubah ayat 60:

ufdlau F gl alEn g f Ll SO IJm ENVA L]
- .o ;.:.' L Ea -
SOV P R o Imﬁ Y

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi MahaBijaksana”.®

Begitu juga dengan hadis Nabi Saw:

-

NP MMA\ )5 m\d e i G a0 Y G s
7M m‘c“jj u@)eyjﬁ\cajgﬁj\

Artinya: Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-
Khattab radhiyallahu ‘anhuma,ia mengatakan bahwa ia mendengar

3Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi.., h. 8-9

“Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi.., h. 8-9

SMuhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islam, (Jakarta:
PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121

®Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin, (Bandung:
Sygma, 2011), h. 196

"Abi Abdillah Muhammad Al-Ja’fi, bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah
al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Tlmiyah,1992), h. 202



Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Islam dibangun di
atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah
melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan
utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji
ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan dalam mengeluarkan zakat merupakan bagian dari

rukun Islam dan sangat di anjurkan untuk dilakukan. Berdasarkan surat at-Taubat

ayat 60 tersebut, maka hanya terdapat 8 (delapan) golongan yang berhak

menerima zakat yaitu:

1.

Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu
memenuhi kebutuhan pokok hidup.

Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan dasar untuk hidup.

Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan
untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.

Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam
mempertahankan jiwa dan izzahnya.

Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah Swt dalam bentuk
kegiatan dakwabh, jihad dan sebagainya.

Ibnus Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan

kepada Allah Swt.®

Pada tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 23

Tahun 2020 Pada tanggal 16 april 2020, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan

8Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa Adilathu, Jilid 3. (Darul Fikr. 2000), h. 280



fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadagah

untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Adapun isi pada

ketentuan hukum dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut adalah:

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan

dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabithsebagai berikut:

a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan

ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

3)

penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim
yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, rigab, ibnu
sabil, dan/atau fi sabilillah;

Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai,
makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja,danyang
sesuai dengan kebutuhan mustahiq;

Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk
stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak

wababh.

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan

ketentuansebagai berikut:

1)

2)

penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fisabilillah

pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi
kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahig, seperti
untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan
serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas

kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.



2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta‘jilal-zakah)tanpa
harus menunggu satu tahun penuh (hawalan al-haul), apabila telah
mencapai nishab.

3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa
harus menunggu malam idul fitri.

4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak
dapat dipenuhi melalui hartazakat, dapat diperoleh melalui infaq,

shadagah, dan sumbangan halal lainnya.®

Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan dan dasar yang jelas.
Pertimbangan yang digunakan oleh majelis ulama Indonesia adalah;

1. Zakat merupakan bentuk ibadah mahdlah

2. Dampak covid-19 tidak hanya berhubungan dengan kesehatan saja,
tetapi juga mencakup banyak hal diantaranya adalah ekonomi, sosial,
budaya dan juga aspek kehidupan lainnya

3. Harta zakat, infak dan shadagah berpotensi untuk membantu
penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya

4. Adanya pertanyaan terkait pemanfaatan harta zakat, infak dan
shadagah untuk membantu menanggulangi wabah covid 19 dan
dampaknya.

5. Perlunya penetapan fatwa yang dapat digunakan sebagai pedoman
yang terkait dengan hukum pemanfaatan dana zakat, infak dan
shadagah untuk membantu menanggulangi wabah covid 19 dan

dampaknya.

9 Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020



Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 diharapkan dapat membantu kondisi
ekonomi yang terpuruh akibat wabah covid 19. Wabah covid-19 ini tidak saja
dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara-negara
maju seperti italia dan Cina juga merasakan terjadinya kontraksi ekonomi.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid 19 ini
berakibat pada melemahnya perekonomian masyarakat secara umum.
Melemahnya pertumbuhan ekonomi terjadi juga di Asia dan Pasifik, hal ini dapat
dilihat dari data pertumbuhan mengalami pelambatan sebesar 2,1 persen. Jumlah
ini jauh lebih buruk apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019
sebesar 5,8 persen.

Dampak besar adanya pandemi corona tidak hanya dirasakan oleh industri
besar saja tetapi juga banyak masyarakat yang kehilangan peerjaan akibat PHK
yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi
dan pendapatan. Selain semakin banyaknya jumlah pengangguran, hal yang sama
juga dirasakan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan juga para
pekerja non formal. Kondisi ini dapat menjadi potensi kemiskinan yang semakin
besar.

Tawaran untuk membantu masyarakat akibat adanya covid-19 tidak hanya
datang dari pemerintah saja, tetapi kalangan umat islam juga ikut menawarkan
solusi dalam sistem ekonomi dan keuangan syariahnya. Tawaran ini dalam bidang
zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Pengalokasian dana ZISWAF untuk
masyarakat terdampak covid-19 juga telah mendapatkan restu dari para ulama, hal

ini terbukti dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang

10 https://money.kompas.com/read/2020/06/22/163400126/dampak-corona-jumlah-
pengangguran-bisa-tembus-12-7-juta-di-2021?page=all diakses pada tanggal 27 Januari 2021.



Pemanfaatan harta zakat, infak dan shadagah untuk penanggulangan wabah covid-
19 dan dampaknya. Besarnya potensi pemanfaatan dana ziswaf sebagai salah satu
solusi penanganan covid 19 dapat dilihat dari jJumlah penerimaannya selama ini.
Menurut data atau laporan CAF World Giving Index, pada tahun 2018 Indonesia
menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan penduduk yang mempunyai
jiwa sosial yang tinggi.

Banyaknya jumlah BAZ dan LAZ yang turut menghimpun dana sosial ini
juga sangat berperan untuk menyalurkan kepada masyarakat terdampak covid 19.
Namun yang terjadi dilapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lahirrnya
Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 oleh MUI Pusat diharapakan BAZ dan LAZ di
daerah melakukan tindakan turut membantu masyarakat khususnya dalam
penangan covid 19 dalam masalah bantuan alat kesehatan demi menekan laju
penyebaran virus tersebut, hingga saat ini peneliti tidak menemukan adanya
kegiatan yang dilakukan oleh pihak BAZ dan LAZ khususnya untuk BAZNAS
Sumatera Utara, dalam rangka membantu ekonomi masyarakat dan membantu
tenaga medis dengan memberikan keperluan alat medis saat masa pandemi covid

19.1

11 Baznas di Yogyakarta melalui Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta terus berkontribusi
dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini melalui
penyaluran paket vitamin, masker dan pemeriksaan kesehatan kepada 125 lansia Dusun Ngupit
dan Dusun Sulang Kidul, Patalan, Bantul, Yogyakarta pada Jumat. 18-09-2020.
https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/3595-bantuan-peduli-kesehatan-dari-baznas-untuk-
lansia-agar-sehat-selama-pandemi, di akses tanggal 14 Februari 2021. Begitu juga BAZNAS Kota
Cimahi menyalurkan santunan kepada 150 orang fakir miskin di tiap wilayah kelurahan se-Kota
Cimahi. Santunan yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) para PNS Pemerintah Kota
Cimahi tersebut diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat yang terdampak
ekonomi akibat pandemi corona virus disease (covid-19).
https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/81159-baznas-kota-cimahi-salurkan-bantuan-
untuk-warga-terdampak-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19, di akses tanggal 14 Februari 2021.
Hal yang sama dengan BAZNAS Jabar berkolaborasi dengan Karang Taruna Jabar dalam
penyaluran bantuan berupa paket makanan bergizi untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-


https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/3595-bantuan-peduli-kesehatan-dari-baznas-untuk-lansia-agar-sehat-selama-pandemi
https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/3595-bantuan-peduli-kesehatan-dari-baznas-untuk-lansia-agar-sehat-selama-pandemi
https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/81159-baznas-kota-cimahi-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19
https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/81159-baznas-kota-cimahi-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19

Peneliti berasumsi bahwa sikap Baznas Sumatera Utara yang tidak
melakukan kegiatan penyaluran dana infak/ shadagah dan zakat dalam membantu
masyarakat pada masa pandemi disebabkan, antar lain; pertama, bahwa Fatwa
MUI tidak begitu efektif dalam menyerukan dan menekan lembaga lain untuk
mengamalkan perintah atau himbauannya karena sejatinya fatwa adalah lembaga
yang bekerja dalam menjawab persoalan hukum tanpa ada paksaan untuk orang
lain terikat didalamnya. Kedua, ada persoalan internal pada Baznas Sumatera
Utara sehinga menjadi factor penghambat dalam melaksanakan kegiatannya.

Melihat implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 melalui Baznas
Sumatera Utara, yang tidak begitu memuaskan di masyarakat khususnya di daerah
Kota Medan dalam membantu penangan covid 19 di masa pandemi, menjadi dasar
peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini penting dilakukan, untuk
melihat bagaimana aturan hukum dan praktinya dimasyarakat sehingga dapat
dilakukan evaluasi dan melahirkan solusi sehingga persoalan-persoalan yang
terjadi dimasyarakat dapat diselasaikan dengan tepat dan kenapa aturan-aturan
tersebut tidak atau belum terealisasikan. Sehingga peneliti tertarik untuk
membahasnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: Implementasi
Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat
Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 (Studi Kasus di BAZNAS

Sumatera Utara).

19. Lihat https://www.baznasjabar.org/news/kolaborasi-baznas-jabar-dan-karang-taruna-jabar-
untuk-membantu-masyarakat-terdampak-pandemi, di akses tanggal 14 Februari 2021.


https://www.baznasjabar.org/news/kolaborasi-baznas-jabar-dan-karang-taruna-jabar-untuk-membantu-masyarakat-terdampak-pandemi
https://www.baznasjabar.org/news/kolaborasi-baznas-jabar-dan-karang-taruna-jabar-untuk-membantu-masyarakat-terdampak-pandemi

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara
sistematis dan menjawab secara konkrit, maka peneliti menyusun
rumusan masalah, berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pemanfaatan dana zakat
untuk penanggulangan Wabah Covid 19 berdasarkan Fatwa MUI

No. 23 Tahun 2020?

2. Apa alasan pengurus BAZNAS Sumatera Utara terkait

pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020?

3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23

Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara?

C. TujuanPenelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar hukum pemanfaatan dana
zakat untuk penanggulangan Wabah Covid 19 berdasarkan
Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.

2. Untuk mengetahui pandangan pengurus BAZNAS Sumatera
Utara terkait pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa

MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data objektif faktor mendukung dan penghambat
dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS

Sumatera Utara.
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2. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khusunya yang berkenan
dengan masalah zakat.
3. Menjadi bahan masukan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian

lanjutan dalam permasalahan yang sama.

E. Kerangka Teori
Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai peran Baznas dalam
pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadagah untuk penanggulangan wabah
covid-19 dan dampaknya sebagai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 serta
pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan, apakah sudah
berperan atau justru tidak sama sekali. Dalam perannya sebagai satu-satunya
Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan
tugasnya sebagai pengelolaan zakat di Indonesia secara praktis dan memiliki
otoritas tunggal.*?> Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pengelolaanzakat
yang ada di Indoneia, Baznas memiliki tujuan yang tertuang pada Pasal 3 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat:
a) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan
zakat; dan
b) Mengingkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari bunyi pasal diatas
dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengelolan zakat, Baznas
tidak hanya bertujuan menganggulangi kemiskinan, tetapi juga

dapatmeningkatkan efektivitas dan efesiensi serta mewujudkan

12 Tim Redaksi Majalah Baznas Prov. Sumatera Utara, “Majalah Risalah 2019 Baznas
Prov. Sumatera Utara, Zakat Jalan Utama Entas Kemiskinan”, h. 73
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kesejahteraan masyarakat dalam bentuk optimalisasi pendayagunaan
zakat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana
zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan
bagi masyarakat. Pendayagunaan zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan
melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masayarakat khususnya
umat Islam. Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektifitas yaitu
salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atas kegiatan yang
dijalankannya selain efesiensi, sehingga menunjukkan suatu proses atau kegiatan
yang diarahkan untuk mencapai hasil yang terbaik.Oleh karena itu apabila
permasalahanyaadalah kemiskinan, maka harus diketahui apa penyebab masalah
kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tetap demi mencapai

target yang telah ditentukan.*3

F. Kajian Terdahulu
Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak
terjadi pembahasan yang sama dengan penelitianyanglain,maka peneliti
perlumenjelaskanadanya tujuan yang diajukan. Adanya beberapa penelitian
yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat
penting. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan
dengan penelitian yang akan dilakukan,diantaranyayaitu:
1. Tesis dengan judul “Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian Atas
Lembaga Amil Zakat Masjid atas Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Huda

Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)” Yang di tulis Syuhada’,

13 Kholig, Abdul. Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. Ristek Vol. 6 No. 1. 2012, h. 39-47
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Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jurusan Ekonomi Islam, 2012. Substansi dalam tesis diatas lebih
memfokuskan kepada pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi
pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional. Namun
seperti tesis yang dijelaskan di atas signifikasi judul tidak kaitannya
mengenai fokus permasalahan yang di angkat dengan skripsi yang
diajukan oleh penulis. Penelitian mengenai Zakat dan Pengentasan
Kemiskinan (Kajian Atas Lembaga Amil Zakat Masjid atas Lembaga Amil
Zakat Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009) ini
dilakukan untuk mengetahui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih
menggunakan cara tradisional.

. Skripsi dengan judul “Manajemen Zakat, Infak dan Shodagoh Badan Amil
Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat” yang ditulis oleh Sumanto,
Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang 2006. Pada penelitian ini
lebih di dominasi pembahasan pada manajemen zakat, infak dan shodagqoh
pada Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat terkait SDM
dari pengelola zakat itu sendiri. Namun pada penelitian yang dilakukan
peneliti tetap lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat pada Putusan
Mahkamah Konstitusi yang menurut peneliti terdapat akibat hukum yang
sangat mengikat keabsahan pengelolaan zakat itu sendiri.

Penelitian dengan judul judul “Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat
dan wakaf (eL-Zawa) Universitasislam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang

pengelolaan zakat” yang ditulis oleh Mustaen, Fakultas Syariah
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Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada penelitian
ini membahas tentang pengelolaan zakat di tinjau dari UU Nomor 38
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan pada penelitian
peneliti ditinjau dari implikasi yuridis pasca dikeluarkannya putusan
Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012tentang
pengelolaan zakat. Dalam skripsi diatas dijelaskan substansi pengelolaan
zakat ditinjau dari UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
signipikasi judul tidak kaitannya mengenai fokus permasalahan yang
diangkat dengan skripsi yang diajukan oleh penulis. Dari ketiga penelitian
diatas terdapat perbedaan yang begitu jauh dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti. Sehingga dengan ini peneliti yakin bahwa judul

penelitian ini tidak akan terjadi penelitian yang berulang dan plagiatisasi.

G. Metode Penelitian
Menurut Sugiono metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.**Maka dapat disimpulkan
metode penelitian suatu kegiatan secara bertahap dimulai sdengan penentuan
topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh
suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif yuridis atau
penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian normatif
yuridis adalah menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat

14 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabet 2008), h.2
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berupa pendapat para sarjana. Penelitisan empiris adalah penelitian yang

fokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara

detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta menggembangkan

konsep yang ada.

2. Metode Penelitian

Metodepenelitian (mode of inquiry) yang digunakan dalam penelitian ini

dilakukan dengan model penelitian kualitatif dengan pendekatan

solosiologi hukum karena kajian ini untuk memahami fenomena berkaitan

dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat dalam suatu setting

masyarakat yang alami, untuk memahami suatu fenomena berdasarkan

data informasi yang diperoleh dari para informan. Selanjtnya metode

penelitian bersifat ini disajikan dengan deskriptif kualitatif, yaitu “dengan

menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan

berdasarkan data atau fakta yang tampak.®

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, yaitu wawancara dengan pengurus dan zakat di
Sumatera Utara dan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa
undang-undang, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan- bahan hukum primer yang diperoleh dari
studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian.

15 Hadari Nawawi, Mimi Martini, Penelitian Terapan (Jogjakarta; Gajah Mada
University, 1996), h 73
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang
berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar,
internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan data
Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang
digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi
pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi
pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada
pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen
tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat

mendukung dalam proses penulisan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis
membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab 1. Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka,
kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan umum tentang zakat, pembahasan yang terdiri dari
pengertian dan dalil, penjabaran ashnaf delapan. Pengelolaan zakat menurut
Undang-Undang di Indonesia serta Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 orang- orang

yang berhak menerima zakat dan syarat- syaratnya.
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Bab I11. Profil Badan Zakat di Sumatera Utara bab ini akan menjelaskan
dan menggambarkan badan zakat yang berada di Sumatera Utara.

Bab V. Adalah hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V. Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-

saran.



BAB |1

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dalil Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata (zaka) yang artinya tumbuh,
berkembang atau bertambah, atau yang bermakna menyucikan atau
membersihkan.® Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, zakat secara etimologi
berasal dari kata (naama/ al-namaa) yang diartikan sebagai tumbuh atau
kesuburan. Zakat juga sebagai (taharah) yang diartikan sebagai bersih dan suci,
(barakah) yang diartikan sebagai keberkatan atau dikatakan (tazkiyah tathir)
mensucikan.!’” Dari pengertian zakat secara etimologi dapat kita simpulkan bahwa
zakat bermakna berkah, bersih serta akan tumbuh dan berkembang sehingga
terhindar dari kebinasaan, sebagaimana yang dikemukankan dalam hadist
Rasulullah Muhammad SAW:

¢ Qi 4l &ﬁ\\.ﬁ:\;ucd\.acdducM\SJJyelScYLAA.U\oUuA
h\ “JILAL\\ dﬁ;ﬁc@h@u_m‘)@l\ J;La cc\.ahs]\ e}a‘\ﬁjln.\

£ 0~

\;gﬁumswmemmws;zwﬂ\ Ginds V3 0 5 R
u\ﬂmju\_ﬂ\ M\)LA\.A Jija.me@_]w"jhd.\e@_]
}Aujhum&\juaj‘yuu\w\

Artinya: “Barangsiapa yang diberikan harta oleh Allah, namun tidak
mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan
berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan
memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular
itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya
seraya berkata, ‘Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu”.
Kemudian Beliau membaca firman Allah Ta’ala di surat Ali ‘Imran
ayat 180 yang artinya, ” Sekali-kali janganlah orang-orang yang

16 A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.577.
17 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.24.

17
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bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-
Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya
kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka
bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan
kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi.
Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (HR. al-Bukhari:
1405).18
Kata suci itu jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam,
harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan
berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupanyang punya).!® Secara
filosofis, fungsi zakat bagi manusia adalah membersihkan dari kesalahan dan
kecurangan dalam meraih keinginan selama ini.2° Menurut istilah ekonomi, zakat
merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan
tidak punya.?! Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah
urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kaum dhu’afa dan mustadzafiin.
Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia
(syahadah al-insan) pada rukun Islam yang keempat dihadapan Allah yang
muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan.

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk

menunaikan zakat.

1. QS. al-Taubah ayat 103:

18 Abi Abdillah Muhammad Al-Ja’fi, bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin
Bardazibah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari., h. 199

Mohammad Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam dan Zakat. (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1998), h. 29-30.

20 Idrus Andy Rahman. “Zakat Untuk Memberdayakan Kaum Dhu’afa”, www.elzawa-
uinmaliki.org/, diakses tanggal 29 Maret 2021

2L Adiwarman Karim. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. (Jakarta: Gema Insani,
2001), h. 32.


http://www.elzawa-uinmaliki.org/
http://www.elzawa-uinmaliki.org/
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Artinya:

! p ,w‘\ E(;éj ”S’
Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. QS.al-Bagarah ayat 43.

Artinya:

ST AN g ) &) 5 BN ) T 5 3508l | 5l 5
“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-

orang yang ruku”.

3. QS.al-Hajj ayat 78.

Artinya:
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“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-
benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan
untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (lkutilah) agama orang
tuamu lbrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang
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muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya
Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi
saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah
zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu,
maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong??

Berdasarkan beberapa ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana
sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Alguran telah mendeskripsikan zakat
secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan
kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu
berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk
membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada
kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai
amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi,
dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi

lain.

Sebagaimana zakat secara terminology adalah aktifitas mengeluarkan
sebagaian dari harta benda atas perintah Allah SWT., kepada mereka yang telah
ditentukan oleh hukum lIslam.?® Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta
yang dikenai zakat adalah:

a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
b. Uang dan surat berharga lainnya;

c. Perniagaan;

22Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin, (Bandung:
Sygma, 2011), h. 341
23 Hafsah, Figh dan Ushul Figh (Medan: Perdana Publishing,cet 1,2017),h. 71.
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d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
e. Peternakan dan perikanan:

f. Pertambangan;

g. Perindustrian;

h. Pendapatan dan jasa; dan

i. Rikaz.?*

Berdasarkan uraian tersebut, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang
halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak lain,
seperti seorang pegawai maupun karyawan, apabila penghasilan dan
pendapatannya telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal
tersebut berdasarkan pada; pertama, ayat-ayat dalam Al-qur’an yang bersifat
umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kedua,
berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan
istilah yang berbeda terdapat kesamaan pemikiran tentang zakat. Ketiga, dari segi
keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa
sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal
tertentu. Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia
khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi
ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.?®

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian dan pendayagunaan zakat,

24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lihat juga Farida
Prihatini, Hukum Islam Zakat dan Wagaf dan Prakteknya (Cet. I; Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Ul, 2005), h. 12.

% Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),
h. 96.
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termasuk pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan zakat
tidak sesederhana dalam artian penataan, sekalipun dalam pengelolaan termasuk
makna penataan. Pengelolaan bukan hanya bermakna perencanaan, tetapi juga
bermakna pengembangan. Oleh karena itu pengelolaan zakat diartikan
denganmanajemen yang mencakup berbagai unsur dalam pengelolaan zakat.
Melihat luasnya cakupan aktivitas pengelolaan zakat maka tidak mungkin dapat
dilaksanakan oleh perseorangan akan tetapi adanya badan hukum atau
kelembagaan.?®

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan
zakat dikemukakan pada Pasal 5 bahwa:

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk

Baznas”.

Baznas sebagai satu-satunya institusi/lembaga pengelolaan zakat secara
nasional. Dalam membantu tugas pengelolaan zakat Baznas dapat dibantu oleh
lembaga yang didirikan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yaitu
LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga pengelolaan
zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah atas usulan Kementrian
Agama dan disetujui oleh presiden. Kantor Pusat Baznas berkedudukan di Ibu
Kota Negara. Baznas terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yakni 8 (depalan)

orang anggota dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang anggota dari unsur

%6 BAZNAS NEWS,Baznas Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR, 17/07/2020,
https://baznas.go.id(diakses pada Tanggal: 04 April 2021. Pukul. 14.00 WIb).
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pemerintah. Sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam
pengelolan zakat, Baznas memiliki fungsi sendiri sebagai lembaga zakat yaitu:
1) Mengumpulkan
2) Mengelola
3) Mendistribusikan
4) Mendayagunakan
Dengan demikian zakat yang telah terkumpul, dikelola, didistrubusikan,
didayagunakan oleh Baznas sepatutnya dapat merubah nasib para mustahik
menjadi para muzakki. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga
pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta (masyarakat) atau diluar pemerintah.
LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
Pembentukkan LAZ sudah termaktub di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18:
1.) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri.
2.) lzin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:
a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b) berbentuk lembaga berbadan hukum;
c) mendapat rekomendadi dari BAZNAS;

d) memiliki pengawas syariat;
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e) memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;

f) bersifar nirlaba;

g) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahtraan
umat; dan

h) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugasnyayang termaktub pada Pasal 19, Lembaga
Amil Zakat (LAZ) diwajibkan memberi laporan pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan
tingkatannya. Adapun keuntungan dari pengelolaan zakat secara kelembagaan
dengan kekuatan hukum formal adalah sebagai berikut:

1) Menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.

2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahikjika berhadapan lagsung

dengan muzakki.

3) Lebih efektif, efisiensi, tepat sasaran dalam pengelolaan dan

pendayagunaan zakat.

Sedangkan peran penting yang diharapkan dapat dilakuakn oleh lembaga
pengelolaan zakat adalah untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat
sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
Pasal 3 yaitu:

a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan

zakat; dan
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b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan penganggulangan kemiskinan.

Pada ayat Al-qur’an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan
berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh
pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh
atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai
menentukan mustahiq.?” Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat at-

Taubah ayat 60 yang berbunyi:
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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk
hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah
dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana.?®

Pada ayat di atas disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak
menerima zakat (mustahiq) adalah ‘amil. menurut Yusuf Qardhawi, amil zakat

adalah semua orang yang ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termsuk

27 Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan
Masyarakat. (Bandung: Mizan, 1994), h. 326.

ZKementrian Agama RI, Al-Qur’an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin,(Bandung:
Sygma, 2011), h. 196
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penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan
sebagainya.

Pada awal islam para amil diangkat langsung oleh Rasulullah saw, tetapi
pada masa pemerintahan Utsman r.a, kebijaksanaan pengumpulan zakat diubah.
Karena pada masa Utsman harta kekayaan melimpah, dan demi kemashlahatan
umum, beliau mengalihkan wewenang pembagian kepada pemilik harta secara
langsung. Keterlibatan para penguasa dalam pengumpulan dan pembagian zakat
berangsur-angsur berkurang. Hal ini disebabkan, antara lain karena keengganan
kaum muslim sendiri untuk menyerahkan dengan alasan adanya para penguasa
yang tidak islami, dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan para
penguasa sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berbagai
pertimbangan.?®

Di samping amil zakat, menurut Masjfuk Zuhdi ada lagi sebuah lembaga
yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat, yaitu baitul mal. Namun
baitul mal ini ada 4 (empat) macam, yakni:*

a. Baitul mal yang khusus mengelola zakat
b. Baitul mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim
c. Baitul mal yang khusus mengelola rampasan perang dan barang temuan

(rikaz)

29 Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan
Masyarakat., h. 327.

%0 Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah: Kapita Selekta Hukum Islam. (Jakarta: CV Haji
Masagung, 1989), h. 210.
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d. Baitul mal yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui
pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli
waris.

Dalam bukunya, Figh Al-Zakat, Yusuf Qardhawi memperinci pendapat
beberapa mazhab tentang penyerahan zakat kepada imam atau amil, yaitu sebagai
berikut:3!

1. Imam Abu hanifah berpendapat bahwa al-amwal al-zhahirah harus
diserahkan kepada imam, sedangkan al-amwal al-bathinah terserah
kepada pemilik harta.

2. Mazhab maliki berpendapat bahwa pada dasarnya zakat wajib diserahkan
kepada imam yang adil. Imam Al-qurthubi menambahkan bahwa ‘“kalau
imam yang menerima bersifat adil (dalam penerimaan dan atau
pembagiannya), maka tidak dibenarkan si pemilik untuk membagi-baginya
sendiri”.

3. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa “untuk harta yang bersifat bathin, si
pemilik dapat membagi-baginya sendiri. Sedaang dalam bentuk zhahir,
terdapat dua pilihan yaitu, ja’iz (boleh) dan tidak. Kalau ja’iz (boleh),
maka dapat diperselisihkan lagi, yaitu apakah wajib atau tidak™.

4. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa “tidak diwajibkan penyerahan dan
pembagian oleh imam atau amil. tetapi apabila si pemilik menyerahkan,

maka kewajibannya telah gugur.

31 Yusuf Qardawi,. Fighuz-Zakat. Terjemahan oleh Didin hafidhudddin dan Hasanuddin.
1991. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa), h. 745-747.
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B. Penjabaran Delapan Asnaf Penerima Zakat
Peruntukan dana zakat diberikan kepada orang-orang yang telah
ditentukan, sebagaimana penjelasan pada Q.S. at-taubah ayat 60. Orang-orang
yang digolongkan berhak menerima zakat tersebut adalah:
1. Fakir
Secara umum pengertian faqir adalah orang-orang yang tidak memiliki
usaha/pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga dengan keadaan yang demikian
orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari.*?
Dalam Al-qur’an surat Al-Bagarah ayat 273 mengelompokkan fakir
sebagai berikut:
a. Fakir yang terikat jihad di jalan Allah
b. Mereka-mereka yang tidak dapat berusaha
c. Fakir-fakir yang lain seperti: fakir yang disebabkan karena memelihara
dari meminta-minta, dan fakir yang terlihat.
2. Miskin
Golongan miskin sama halnya dengan golongan fakir dalam hal sama-
sama memperolah manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakupsemua orang
yang lemah tak berdaya yang tidak memperolah penghasilan yang cukup untuk
menjamin dirinya sendiri dan keluarganya.
Adapun definisi pada terjemah khulashah kifayatul akhyar, orang miskin

adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenubhi

%2Ahmad Hadi Yasin, Buku Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika,
2012), h. 45.

3 Muhammad Ridwan Mas’ud,. 2005. Zakat &Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan
Ekonomi Umat. (Yogyakarta: Ull Press, 2005), h. 55.
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kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok tersebut
diantaranya: makan, minum, dan dalam pakaian yang dalam batas sederhana
(sekedar bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup). * Misalnya orang yang
berpenghasilan Rp. 750.000,- padahal kebutuhan minimalnya Rp. 1.000.000,-.
3. Amil Zakat
Amil adalah orang yang mengelola zakat, menghimpun, menghitung, dan
mencari orang-orang yang butuh (mustahiq), serta membagikan kepada mereka.
Adapun syarat untuk menjadi amil adalah muslim, baligh, dapat dipercaya,
mengetahui hukum-hukum tentang zakat dan mampu melaksanakan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya.®
4. Muallaf
Yaitu sekelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena
baru masuk islam.*® Pada masa sekarang ini, hak muallaf dapat diberikan dalam
bentuk:
a. Lembaga-lembaga training ke-islaman bagi orang-orang yang baru masuk
islam
b. Memberikan beasiswa, bantuan kesehatan, modal usaha kepada orang-
orang yang baru masuk islam.3’

5. Rigab

34 Moh Rifa’i,, dkk. Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar. (Semarang: CV Toha Putra,
1982), h. 142.

3 Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan
Masyarakat., h. 326.

% Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern., h. 134.

37 Mursyid, Mekanisme Pengunpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’
dan Undang-undang)., h. 91.
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Rigab adalah para budak mslim yang perlu segera dimerdekakan yang
telah membuat perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan dibebaskan bila biaya
pembebasannya sudah dilunasi.® Pada masa sekarang ini, rigab sudah jarang
diremukan atau malah tidak ada sama sekali. Menurut Mursyid, hak rigab dapat
dialinkan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan
majikannya, kemudian ingin Kkeluar dari lingkungan pekerjaannya dan

membutuhkan dana, lalu diberi zakat atas nama fir-rigab.*

6. Gharim
Yaitu orang yang mempunyai hutang. Orang yang berhutang adakalanya
untuk kepentingan agama, kebutuhan keluarga dan untuk memenuhi nafsu. Orang
yang mempunyai hutang untuk tujuan-tujuan baik (seperti membangun masjid,
madrasah, juga pemeliharaan keluarga) berhak menerima pembagian zakat. Tetapi
kalau hutangnya itu untuk maksiat (kebutuhan hawa nafsu) tidak boleh diberi
zakat dan tidak berhak menerima zakat.*°
7. Sabilillah
Sabilillah adalah sukarelawan penegak agama Allah SWT dan pemerintah
atau dengan kata lain sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa

mendapatkan gaji.**

38 Wahbah al-Zuhayly,. 1995. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Judul Asli: Al Figh Al-
islami wa“adillatuh. (Penerbit Asli: Dar al-fikr, Damaskus. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1995), h. 285.

39 Mursyid, Mekanisme Pengunpulan Zakat Infag dan Shadagah Menurut Hukum Syara’
dan Undang-undang)., h. 91.

0 Moh Rifa’i,, dkk. 1982. Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar., h. 144.

41 Mursyid, Mekanisme Pengunpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’
dan Undang-undang)., h. 91.



31

8. lbnus sabil
Adalah musafir yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan yang
bukan dalam maksiat. Seperti orang yang menuntut ilmu, orang yang melakukan

perjalanan dalam mencari rejeki/nafkah, mencari keluarga dan lain-lain.

C. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, pengelolaan zakat dilaksanakan
oleh penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian
pada bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi pegawai
pemerintahan maupun priyayi bumi putra untuk turut campur dalam pelaksanaan
zakat. Politik tersebut tetap berlaku di masa penjajahan Jepang, sampai masa
Indonesia merdeka pengumpulan zakat dilakukan oleh petugas-petugas urusan
agama. Pengaturan zakat mengalami perubahan sejalan dengan perpolitikan di
Indonesia. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam
secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-
lembaga keagamaan dan belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh
pemerintah.*2

Menurut Mursyid proses pembentukan lembaga-lembaga pengelola zakat
di Indonesia, pada umumnya diilhami oleh pidato Presiden Soeharto, pada tanggal
26 Oktober 1968, yaitu pada saat perayaan Isra’ Mi’raj di Istana Merdeka Jakarta.

Inti dari isi pidato tersebut menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk kehidupan

42 Inoed, Amiruddin, dkk, Anatomi Figh Zakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.
125.
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duniawi dan ukhrawi serta dengan adanya mobilisasi zakat warga muslim dapat

membantu pembangunan ekonomi, sosial dan keagamaan.*?

Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya surat Presiden Nomor

07/ PRIN/ 1968 tansggal 31 Oktober1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar

Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu presiden dalam administrasi penerimaan

zakat seperti dimaksud dalam seruan tersebut. ** Perkembangan intervensi

pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan manajemen zakat yang

profesional terus dilaksanakan hingga kini. Tercatat beberapa peraturan yang

pernah dibuat diantaranya:

a.

b.

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 581/ 1999 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
sebagai upaya menyadarkan masyarakat muslim untuk menunaikan
zakat.

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan
zakat.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373/ 2003 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,
pengganti Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 581/ 1999.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, pengganti Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999,

3 Mursyid, Mekanisme Pengunpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’

dan Undang-undang. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 11.

4 Inoed, Amiruddin, dkk, Anatomi Figh Zakat., h. 127.
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Adapun pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 terdapat pada Pasal 1 ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat.

1.

Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada Pasal 2 (dua) dan tiga.

Pengelolaan zakat berasaskan pada:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

Syari’at islam

Amanabh; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara
adil.

Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian
hukum bagi mustahik dan muzaki

Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya
meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan
diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan;

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

dan penanggulangan kemiskinan.
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D. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga penyalur zakat
haruslah memberikan dampak positif terhadap mustahik baik dari segi ekonomi
maupun sosial.Dilihat dari segi ekonomi diharapkan mustahikdapat mandiri dalam
meningkatkan pendapatannya artinya tidak lagi bergantung kepada Baznas
sebagai penopang kehidupan sehari-harinya.Dari segi sosial diharapkan
mustahikmampu menyetarakan taraf kehidupannya dengan masyakat lainnya. Jika
hal tersebut terwujud, maka pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif,
namun zakat dapat diberdayakan melalui zakat yang bersifat produktif dan kreatif
agar mustahik dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena
itu, agar pendayagunaan zakat dapat berjalan secara efektif, maka pemberdayaan
mustahik sangat dibutuhkan agar dana zakat yang dikeluarkan atau diberikan
dapat dikelola secara baik dan program pemberdayaan melelui distribusi zakat
produkrif ini memberikan kemandirian kepada mustahik, agar tidak selamanya
bergantung kepada Baznas.

Kata pendayagunaan berasal dariduakatayaitu““daya” dan “guna”. Kata
“daya” berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kata “guna”
berarti manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adapun
pengertian dari pendayagunaan yaitu:

a) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
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b) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas

dengan baik.*

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim
untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.Maka dapat
disimpulkan pendayagunaan zakat adalah memanfaatkan harta (dana zakat)
dengan cara atau usaha yang dilakukan untuk mendatangkan hasil serta manfaat
yang lebih baik.

Bentuk pendayaagunaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
Pasal 27 tentang Pendayagunaan yaitu:

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produkrif sebagaimana dimaksudpada
Ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

c. Ketentuan lebih mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan
pendapatan, taraf hidup,sertakesejahtraan masyarakat. Dan yang dimaksud dengan
peningkatan kualitas adalah peningkatan sumber daya manusia.

Pendayagunaan zakat produktif adalah menyalurkan zakat kepada
mustahiksecara produktif. Zakat produktif yang didistribusikan menjadi modal

untuk mengembangkan usaha, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan

4 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesai Modren (Jakarta: Pustaka Amani,
cet 1, 2005), h.116.
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hidupnya dalam jangka panjang. Pendayagunaan menjadi upaya untuk
memperkuat posisi sosial dan ekonomi umat melalui bantuan dana yang ada, pada
umumnya berupakredit untuk usaha produktif sehingga mustahik mampu
meningkatkan pendapatannya serta membayar kewajiban dari hasil usahanya atas
pinjamannya. Dalam hal ini pendayagunaan zakat secara produktif mampu
melakukan perubahan konsep maupun paradigma tentang kemiskinan. ¢

Adapaun yang jenis-jenis dari pendayagunaan zakat produktif yaitu:

a. Produktif konvensional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk
barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang
tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti
pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak
sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

b. Produktif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk
pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti
pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan
atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau
bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.*’

Pendayagunaan dana zakat, di dalam Al-qur’an sudah jelas peruntukannya,

yaitu untuk delapan asnaf atau yang biasa dikenal dengan mustahiq zakat yaitu

pada surat At-Taubah ayat 60:

|.- i JT-.- """_r‘ Iad- -::'r |n| -
3 Jﬁzsﬁk%a&d egaé; AR B a&mﬂbﬁ%wmétﬁi&&éa N
(LAZ) Dompet Dhuafa (Studi Kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan) (Skr1p51
SE, Universitas Islam Negeri Sumatega-Ltara, Medam,2(18), {32~ Lo
47 Sintha Dwi Wulandariz#"Analisi er%nanmea-na %ﬁfﬁf ‘PI':B'HiJlk'tIf "f'lérha'ifwf)
Perkembangan Usaha Mikro Mustahik(Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota
Semarang),” (Skripsi SE, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), h.24.



37

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk
hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah
dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana.*®

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa
pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan syari“at islam.
Pendayagunaan tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Bahkan zakat juga
dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir
miskin dan peningkatan kualitas umat.

Prosedur pendayagunaan dana zakat juga diatur dalam Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia pasal 28 Nomor 373 Tahun 2003, dikatakan bahwa
pendayagunaan dana zakat untuk mustahiqg dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu
fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil.

2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi
kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

“8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin,(Bandung:
Sygma, 2011), h. 196
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Menurut Mursyid penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan
melalui:*
1. Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan Lembaga
Keuangan Syari’ah atau Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah)
2. Penjaminan dana bagi mustadh’afiin apabila usahanya bermasalah
(gharimin)
3. Pendirian sektor produksi /pabrik dan dikerjakan oleh mustadh*“affin
4. Usaha-usaha produktif lainnya.
Disamping dana zakat dapat dipergunakan untuk usaha-usaha yang
bersifat produktif, dana zakat juga dapat digunakan dalam bentuk pemberian

secara konsumtif.

49 Mursyid, Mekanisme Pengunpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara’
dan Undang-undang)., h. 87.
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GAMBARAN UMUM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Sejarah Singkat BAZNAS Sumatera Utara

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk | Sumatera Utara
Nomor 119 Tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga
yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI). LHAI ini bertugas sebagai
salah satu jawatan kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam
Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Seterusnya LHAI
ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan
pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah
dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat,
petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga Masjid, dan
pengurus wakaf dan sebagainya. Apabila disimpulkan tugas LHAI begitu besar, di
samping berfungsi sebagai pencatat semua harta agama Islam, memberikan
bimbingan, petunjuk dalam mengatur pemanfaatan, dan pemeliharaan harta agama
Islam, juga mengawasi harta agama Islam diseluruh daerah Sumatera Utara.*®

LHAI kemudian memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu
kedudukan lembaga ini dibina dan diawasi oleh Gubernur Sumatera Utara.
Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta

Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh

50Cut Hayatun Nufus, “Pengelolaan Zakat di Aceh Perspektif Qanun”, STEI SEBI, 2016,
hal 27. Lihat juga PEBS Ul, “Indonesia zakat dan development report, 2009, (Depok: PEBS
FEUI, 2008), hal. 6.
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tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena
itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1991. Terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang
keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk
| Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992. Surat ini bertujuan pembentukan
dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara,
sekaligus pedoman tentang pembentukan dan penetapan susunan pengurusnya.
Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan
Amil Zakat, Infagq, Sedekah (BAZIS), berdasarkan Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat
Keputusan (SK) Gubernur.>!

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat
dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu diperlukan lagi Undang-undang yang jelas untuk mengatur kedudukan
zakat di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya UU
Nomor 38 Tahun 1999 tentang =zakat. Undang-Undang ini bertujuan
menyempurnakan pengelolaan zakat pada Undang-Undang sebelumnya.

Untuk melaksanakan Undang-Undang No0.38 Tahun 1999 tersebut,
Menteri Agama Rl mengeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) No.581 Tahun 1999
dan mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. SK tersebut disempurnakan lagi

dengan SK Menteri Agama Rl No0.373 Tahun 2003. Setelah disahkannya UU

°1 Fakhruddin, Figh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Malang: UIN-Malang Press,
2008), h. 246
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Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara
yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ)
(pasal 6 dan 7) yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah
dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian
dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU
Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat
Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS Sumatera Utara).

B. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi
pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kehadiran BAZDASU vyang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan
Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010
tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara
periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna
dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat
Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Sumatera Utara
diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran
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selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian
itulah laporan BAZNAS Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan
pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infag, dan sedekah (ZIS) dan
dana non zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola.

Adapun kedudukan BAZNAS Sumatera Utara sebagai penghimpun dan
pengelola dana zakat, infag, dan shodagoh (Z1S)adalah sebagai berikut:

a. BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga non-struktural
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang
pengadministrasian pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

b. BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga publik yang dikelola oleh
unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

BAZNAS Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh
seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap
akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan laporan kegiatannya kepada
Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan
dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan BAZNAS Provinsi
Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi “Menjadi
lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”.
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Visi BAZNAS ini sangat baik sehingga perlu mendapat dukungan dari
berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun
seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5 Misi yang telah
ditetapkan untuk mencapai Visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi
tersebut ialah:

1. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.

2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana

zakat.

3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.

4. Mendorong peningkatan ekonomi umat.

5. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Kelima Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai,
sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya

meningkatkan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara.

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara
1. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara
Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah:
a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk

penyusunan rencana pengelolaan zakat.
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c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan
informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.

d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai
dengan wilayah operasional. Diharapkan semua tugas pakok tersebut
dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan
dan optimalisasi UPZ yang telah dibentuk maupun UPZ yang akan
dibentuk, guna meningkatan pengumpulan Zakatyang lebih optimal
lagi.>

2. Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Adapun fungsi BAZNAS Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah,

adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infagq, dan sedekah
darimasyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.

b. Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat kepada mustahik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara
berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, yang pada
akhirnya meningkatkan penerimaan Zakat.

d. Melakukan pembinaan pemanfaatan Zakat secara berkesinambungan
kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.

e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan

pendayagunaan Zakat.

52 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
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f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan
Zakat, asset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan
berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional
dan tranparan.

Diharapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat lebih giat lagi
menjalankan pengelolaan Zakat sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan di
atas. Terutama pengoptimalan pengumpulan Zakat dikalangan PNS, TNI, dan
POLRI, mengingat jumlah jumlah dan potensi zakat mereka cukup besar di
Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan Zakat
yang lebih besar lagi kedepannya.®®

3. Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapaidalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS
Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat,

sesuai tuntutan agama.

b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

8 Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Amil Zakat di
Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), h. 46
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D. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS

Sumatera Utara
Pengelolaan zakat,dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-

prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan Zakat didasarkan kepada
syariah dan moral agama.

2. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan
mempunyai dampak positif dalam menumbuh kembangkan kesadaran bagi
pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.

3. Prinsip manfaat, bermakna bahwa Zakat diharapkan dapat memberi
manfaat terhadap kemaslahatan umat.

4. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan Zakat terintegrasi antar
berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.

5. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, senantiasa
diharapkan secara produktif dan selektif.

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai
program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzaki,
pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas
pendayagunaan harta yang terhimpun.® Begitu juga BAZNAS Provinsi Sumatera
Utaradalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang

akan dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

5 Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat,(Jakarta:
Kementrian Agama RI, 2012), h. 27



46

a. Bina Sumut Peduli
Bina Sumut Peduli menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan
santunan regular maupun nonreguler terhadap cobaan umat islam seperti
kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunan
lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap
bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia,
bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas

Islam. BAZNAS Provinsi Sumatera Utaratelah memberikan berbagai

santunan kepada mustahik regular maupun nonreguler antara lain:

1. Pemberian mukena bagi wanita dan sarung bagi pria korban erupsi
Gunung Sinabung di dua lokasi yaitu Mesjid Istihrar Berastagi dan
Mesjid Agung Kabanjahe.

2. Pemberian paket sembako dan uang kepada keluarga miskin saat
jelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri di Daerah Kab/Kota
Binjai.

3. Bantuan sumurbor bagi masyarakat korban banjir bandang di Langkat
sebanyak 25 unit sumurbor di 15 desa.

4. Bantuan biaya transport mahasiswa Di Daerah Medan Johor yang ingin
studi Ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

b. Bina Sumut Sehat

Seperti program sebelumnya BAZNASProvinsi Sumatera Utara juga ingin

mengembangkan dan membantu masyarakat dibidang kesehatan seperti

LKD (Layanan Kesehatan Dhu“afa) yaitu program pengadaan fasilitas
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kesehatan gratis bagi kaum dhu“afa berupa Unit Kesehatan Klinik yang
juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan
kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu
pada umumnya yang berada Di Jalan Bilal No. 150 Medan. BAZNAS
ProvinsiSumatera Utaratelah memberikan bantuan layanan kesehatan
kepada mustahik antara lain:
1. Bantuan kursi roda untuk orang cacat Di Medan dan Pulau Mardan Di
Langkat
2. Pelayan pemeriksaan dan pengobatan gratis keliling melalui Mobil
Ambulance BAZNAS Sumatera Utara.
3. Bantuan alat bantu pendengar bagi keluarga yang kurang mampu.
Bina Sumut Cerdas
Dalam program Sumut Cerdas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menitik
beratkan pada pengemabangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti
pemberian beasiswa tingakt SMA/MA Sederajat, bantuan penyelesaian
tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku
untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah
kepada anak miskin, dan memberikkan bantuan utnuk melunasi tunggakan
uang sekolah. Dengan menerapkan konsep multiple intelligences
memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi sehingga
menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi
mendasar long life motivation. Pemberian beasiswa oleh BAZNAS

Provinsi Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan
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formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga

miskin. Mulai dari jenjang SD, SMP , SMA sampai Perguruan Tinggi.

Berikut adalah pemberian bantuan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

kepada mustahik:

1. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas
akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai wilayah kab/kota Sumatera
Utara.

2. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim miskin
dan anak keluarga kurang mampu Di Daerah Sirombu Nias Barat.

Bina Sumut Makmur

Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS

Provinsi Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar

memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk

masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka
agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk

usaha tetapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan

teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan
keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan yang
diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu modal bergulir
bagi usaha kecil, usaha peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha

bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai brikut:
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1. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da’i BAZNAS
Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Karo dan salah seorang
masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

2. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) bagi
masyarakat yang mempnyaui usaha kecil/menengah di wilayah Kota
Medan

3. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai
usaha dibidang perkebunan (tanam sayur, pupuk, bibit tanaman, obat-
obatan, dan kandang) di Daerah Kabupaten Deli Serdang.

e. Bina Sumut Tagwa

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyadari pentingnya pemenuhan

kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan

pembinaan akhlak, rohani maupun keagamaan. Karena bagaimanapun,
kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan

di tempat yang tidak tepat. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Sumatera

Utara menyalurkan bantuan dalam program Sumut Tagwa yaitu program

bantuan da’i (19 kabupaten, 72 kecamatan dan 254 desa terpencil),

membangun masjid di daerah terpencil, bantuan rutin tiap bulan kepada

Pertuni yang belajar Al-qur’an huruf Braile, pembekalan kepada para da’i

da evaluasi da’i tiap tahun, pembinaan Muallaf, dan tabligh akbar/PHBI.

Dari berbagai penjelasan diatas, bahwa tujuan Baznas Sumatera Utara

adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat,

sesuai tuntutan agama, dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan



50

dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta
meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Selanjtnya kewenangan
pengawasan Baznas terhadap Laz (Lembaga Amil Zakat) terdapat pada Pasal 19
yang berbunyi: Laz wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala.
Namun demikian, ada problem yang cukup serius saya kira dalam menjalankan
fungsi pengawasan ini. Pertama, Baznas seakan tidak memiliki power yang cukup
untuk memaksa Laz melaporkan dana filantropinya, Baznas juga tidak memiliki
SDM vyang cukup untuk sampai kepada pengawasan maskimal terhadap
pengelolaan dana-dana filantropi Laz. Kedua Laz sendiri enggan untuk
melaporkan dana filantropinya kepada Baznas. Mereka merasa sudah cukup
melaporkan dana filantropinya secara internal organisasinya. Suatu contoh Lazis-
MU sudah merasa cukup melaporkan kepada PW atau PP Muhammadiyah baik
secara keuangan maupun secara Syariahnya atau minimal mereka sudah
melaporkan secara publik melalui websitenya. Begitu pula Lazis-NU, Dompet
Dhuafa, Rumah Zakat dan lain-lain belum ada Laz yang sudah melaporkan dana
filantropinya kepada Baznas.

Dengan Undang-Undang ini  kelihatannya pemerintah memang
memberikan banyak perhatian kepada umat Islam terutama kaum modernis dan
islamis dalam pengelolaan zakat. Implikasi dari Undang-Undang tersebut
pemerintah harus membentuk Baznas, Bazda tingkat Propinsi dan kabupaten/kota
(menurut Undang-Undang Nomor 38/1999 tapi kemudian dirubah menjadi Baznas

untuk semua tingkatan menurut Undang-Undang Nomor 23/2011), kemudian
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harus juga dibentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Undang-Undang tersebut juga
memberikan payung hukum yang jelas terhadap keberadaan Laz (Lembaga Amil

Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat sipil.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Dasar Hukum Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah
Covid 19 Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.

Fatwa secara terminologi, dikemukan oleh para ulama dengan pengertian
yang beragam. Muhammad Rowas Qal’aji, Fatwa adalah hukum syara’ yang
dijelaskan oleh seorang fagih untuk orang yang bertanya kepadanya.>® Wahbah al-
Zuhaili, fatwa didefinisikan: “Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat
yang sifatnya tidak mengikat. % Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi,
mendefinisikan fatwa sebagai: “Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya
oleh seseorang yang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang
mufti.>” Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam “al-Fatwa
Baina al-Indibad aw al-Tasayyub” Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan
atau ketentuan hukum syara’ dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu
pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara
personal maupun kolektif.*® Kemudian Zamakhsary dalam “a/-Kasyaf™, fatwa
diartikan suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban

dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi

%5 Muhammad Rowas Qal’aji, Mu jam Lughah al-Fugaha, (Beirut: Dar al- Nafais, 1988),
h. 339.

% Wahbah al-Zuhaily, al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr,
2004), h. 35.

57 Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, al-Fatawa, ( Makkah al- Mukarramah: Maktabah
Malik Fahd, 2008), h. 39

%8 Yusuf Qardawi, al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub, (Mesir, Maktabah
Wahbah, 1997), h. 5
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dan kepentingan masyarakat banyak.%® Para sarjana barat (kontemporer) seperti
Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai “formal legal opini” (opini legal
formal).®

MUI dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur
tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan
dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Dalam hal ini para
ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara’ yang dapat dijadikan dasar
penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yaitu : dalil-dalil hukum yang disepakati
oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam al-
muttfaq ‘alaihi) yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’ dan qiyas, dan dalil-dalil hukum
yang diperselisinkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (adillah al-ahkam al-
mukhtalaf fiha) seperti istihsan, ishtishlah, maslahah al-mursalah, sadd Dzariah,
madzhab shahabah dan lain sebagainya.5!

Untuk melakukan tugas ijtihadnya, MUI mempunyai tata cara dalam
penetapan fatwa yang tertuang dalam prosedur penetapan fatwa pada tahun 1986,
yang pada tahun 1997 diganti menjadi “Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia”, dan kemudian disempurnakan dengan judul “Pedoman
dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI” tahun 2001. Lalu pedoman ini
disempurnakan kembali pada forum ijtima’ Ulama komisi Fatwa se-Indonesia |

pada tahun 2003.

%9 Al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasysaf, An Hagaiq al-Tanzil wa Uyun al- Aqgawil fi Wujuh
al-Tanwil, Cetakan Pertama, (Mesir, Musytofa al-Babi al-Halabi,tt), h. 367.

80 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, ( London: Oxford University Press,
1965), h. 74

61 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Dalam Himpunan Fatwa MUI, h. 5.
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Salah satu diantara fatwa yang menjadi fokus penelitian ini Fatwa Nomor
23 Tahun 2020 sebagai upaya dalam memenuhi konsep kesejahteraan dalam
Islam, pada masa pandemi Covid 19. MUI mengeluarkan Fatwa terbaru yaitu
Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan
shadagah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Fatwa MUI
No. 23 Tahun 2020, berisikan sebagai berikut:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlahsebagairukun Islam yang
ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;

b. bahwa dampak wabah Covid 19 tidak hanya terhadap kesehatan saja,
tetapi mencakup aspeksosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;

c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid 19 dan dampaknya, harta
zakat berpotensi untuk dimanfaatkan gunapenanggulangan wabah Covid
19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadagah;

d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan
harta zakat, infak dan shadagah untuk penanggulangan wabah Covid 19
dan dampaknya;

e. bahwa wuntuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu
menetapkanFatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadagah
untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya sebagai

pedoman.



Mengingat:

1. Firman Allah SWT:
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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah. 9: 103).
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Sesungguhnyazakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah. 9: 60)
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62 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah & Transliterasi Latin., h. 348
83 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah & Transliterasi Latin., h. 347
64 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah & Transliterasi Latin., h. 18
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Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

untuk kamu ...”. (QS. al-Bagarah: 2: 267)
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Dan merekabertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

“Yang lebih dari keperluan”. (QS. al-Bagarah. 2: 219):
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Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan

tagwa. (QS. al-Maidah 5: 2):

IR ¢50>080 ACKO OxOQ AL Lo S -
QAL Scn @3 105 S @0 077 1 @0w s S

KINO®EL M@ #xvV0 0N >OXKEZMea S~ e0
Lo Of%we de IR $xv s RNDNwa 0
OHYN ¢76 + S0

7 VPP F @V Q. CRQO R+ O W@a I
(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang

berbuat kebajikan. (QS. al-Imran 3:134).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a.

Hadis nabi Saw.yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat
Islam yang memenuhi syarat;
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- Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke
negeri Yaman, Beliau berkata,: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab,
maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkankepada mereka
adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah
mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah
mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari
semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah
bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta
mereka yang akan diberikan kepadaorang-orang faqir dari kalangan
mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka
(sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia”. (HR.
al-Bukhari).®®
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- Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah telah
mewajibkan zakatkepada orang-orang muslim yang kaya atasharta
mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir.
Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian
(sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat.
Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban

mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka
dengan siksaan yang pedih®. (HR.al-Thabarani).%®

b. Hadis Nabi Saw, yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah

meski dalam kondisi pas-pasandan tidak menunda pembayarannya;

® Imam al-Hafidz Abi ’Abdillah Ibn Isma’il Al-Bukhari, Shahihu-I-Bukhari, (Dar
IbnHazm, Beirut-Libanon, 2003), h. 210, Lihat juga Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

%1mam at-Tabrani, Al-Mu jam Al-Kabir, (Maktabah lbn Taimiyah, Kairo: Mesir, t,th), h.
83. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020
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- Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah
Saw. sembari bertanya, Wahai Rasulullah, shadagah apa yang paling
besar pahalanya?. Beliau menjawab: “Bersedekahlah selama kamu
masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan
berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda
membayar shadagah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan;
kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain)
sekian, sedangkan si fulan telah mampu”. (HR. al-Bukhari).”®

c. Hadis Nabi Saw, yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat
sebelum waktunya;

3 piag e A1 o 2ot Jlin Gelliadl 31l ol o (e 55
5115 anbe ol 1 55) « U3 § A Gadsd dont (T (U3 aiBie Jumis
(22505

- Dari Ali bahwa Abbasra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang

penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau

mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).”

0 Imam al-Hafidz Abi ’Abdillah Ibn Isma’il Al-Bukhari, Shahihu-I-Bukhari, (Dar
IbnHazm, Beirut-Libanon, 2003), h. 199, Lihat juga Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020
L Abu Daud.Sunan Abi Daud.(Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al-Musthafa,



59

15556 sl il A1 o Al U I 06 o ol 3 e

(Glakall o155) "Lallads ¥ oL (L6 2802al,

- Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

“Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan
melangkahinya”.(HR.al-Thabarani)."

d. Hadis Nabi Saw.yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam

kondisi tertentu;
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- Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw
bersabda: Shadagah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya
kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan
Allah, kepada yang bekerja (‘amil) mengurus zakat, kepada yang
punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya,
atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah
atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si
kaya. (HR. Al-Baihagi).”

3. Qaidah fighiyyah

1952), h. 53. Lihat juga Abd. Abi Muh. Bin Yazid. Sunan Ibnu Majah. (Kairo: Darul Hadits,
1998), h. 102

2 Imam at-Tabrani, Al-Mu jam Al-Kabir, (Maktabah lbn Taimiyah, Kairo: Mesir, t,th), h.
78. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

3 Imam Al-Baihagi, Sunan Al-Kubra, Jilid X, (Bairut: Darul Fikri, tth), h. 117. Lihat
Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020
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- “Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus

mengikuti kemaslahatan*.’

- “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju®.”
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- “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan

sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib*.”®

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ juz 6 hal. 228 yang
menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:
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Menurut madzhab Syafi’i zakat tidak boleh diserahkankepada non muslim.

Ibnu Mundzir berkata: “Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak

boleh diserahkan kepada kafir dzimmy. Adapun zakat fitrah ulama berbeda

74 Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadha'ir, (Beirut, Darul Kutub Al-lImiyyah,

1403 H), h. 66. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020
75 Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadha'ir., h. 53. Lihat Fatwa MUI Nomor 23

Tahun 2020
76 Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadha'ir, h. 49. Lihat Fatwa MUI Nomor 23

Tahun 2020
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pendapat; imam Abu Hanifah, ‘Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil,
Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkankepada
pendeta”.”’

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Muhgni juz 2 hal. 487 yang

juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai

berikut:

365 O 3 Lods elall il (o a9 (dplond W5 . 30 ) 106 <L
G ik Jadind i (6 Aanl 0001 531 J15 e glead W5 (K0 Jaad Y 1583
i J15491 3185 e aad ¥ Al & elall Ui
(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada
perbedaan bendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan
kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat “Bahwa ulama
telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir
dzimmy walau sedikit”.”®
3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-
Minhaj (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi
orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan
distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:
41AS) 5ylamd Wy Admmy Lt Lo U8 il 0 ) (CSiadl 0001 Jais)
§ bastaiall ol ol Uy LS il i € 3631140 (3
S vl (i o g1 () 25158 L 6 (g U553) )
Ly R et e 5 S 05 ) B Y L8
Al 550 53 31 - JU5 41 - gl 4 51
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(Bagian orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk
bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat
sekiranya mencukupi kebutuhan satutahun, karena berulang-ulangnya
zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana
tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah
diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada
batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi
kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya
melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun
seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Jika dia mempunyai
kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat,
meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan
kepadanya modal berdagang dan besaarannya disesuaikan dengan adat
yang berlaku di daerahnya. Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja,
maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu
bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya
sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan
tambahanyang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang
pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya. Dan tidaklah
dimaksudkan di sini orang yang tidak dapat bekerja diberikan danatunai

seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu
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membeli aset propertiatau kebun yang pemasukannya dapat digunakan
untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq
zakat, serta bisa diwariskan.

. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi™ Jilid 1V

halaman 145:

31lls 455kas 4liia ] Suo3all Goplall 58 4lll Uasns (U1 S 33)
St @ Bl Jan i San el e 509 bl Gplaslyallg BI5all 4
syl sy Gsell (S5 Ga il s3m) fuea 23§ sy Al
2l gomis daluall Bylesy O3zl
Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-
Nya. Yang dimaksud ‘sabilillah’ ialah orang-orang yang berperang dan
yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra.
memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah
kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng,
memakmurkan masjid dan lain sebagainya".®°
. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman

87:

BRI U o il Loyl ¥ ol e 8524035 § Ladllsalls G ooty
Siio 1931 81 LEAT mid (8 o pundin § JIBAT (ST Gl 13
55tass Opiadll sy Gaall K0 oa AR 252 e ] el

B GG e 35 455 58 s Ll

% Imam Al-Ramly, Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj, Jilid 6, (Bairut: Darul

Fikri, tth), h. 161-162.

8 Imam al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid IV (Bairut: Darul Fikri, 1999), h. 145



64

Ketahuilah bahwa “fii sabilillah” secara zhahir tidak terbatas pada
balatentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan
sebagianfugaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran
zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah,
membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman
Allah “Wa fii Sabilillah” bersifat umum.®

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ (6/126-127) tentang

bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:
il 8,5 Ll 391 S Upoh b Tall 5165 (e o i IG5
pially il 4 plad Al (umially) 43 496 Jumalll 2
AL gy i s S
Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar
zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan
oleh mushonnifbahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh
menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak
boleh sebelum masuk Ramadan.®2
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
tanggal 26 Januari 1982.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat

untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari

1982;

81 Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir, Jilid 16, (Bairut: Darul Fikri, t,th), h. 87
8 Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’, Jilid 6, (Dar Ibn Hazm, Beirut-Libanon,
2003), h. 126-127
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Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata
Beasiswa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015
tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun
2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan,
Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi
Wabah Covid 19;

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi

Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan mengingat, memperhatian dan menimbangan persoalan dan

mengkaitkannya dalam sember ajaran Islam dan pendapat ulama terkait persoalan
hukum pemanfaatan dana zakat dalam membantu penanggunalangan covid 19.

Maka dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 selanjutnya dijelaskan.

Menetapkan: fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadagah

untuk penanggulangan wabah Covid 19dan dampaknya.

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
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Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadagah
kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh
penerima.

Hawalan al-haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu
sebagai syarat wajib zakat.

Penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar
yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid 19, merawat dan
menangani korban Covid 19, memperkecil angka kematian, membatasi
penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah
lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid 19.

. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta
zakat, infak, dan shadagah yang berada di dalam pengelolaan

pengelola/’amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua:Ketentuan Hukum
Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan
dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabithsebagai berikut:
a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim
yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, rigab, ibnu

sabil, dan/atau fi sabilillah;
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2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai,
makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja,danyang
sesuai dengan kebutuhan mustahiq;

3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk
stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak
wababh.

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan
ketentuansebagai berikut:

1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fisabilillah

2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi
kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti
untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan
serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas
kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta ‘jilal-zakah)
tanpa harus menunggu satu tahun penuh (Hawalan al-haul), apabila telah
mencapai nishab.

3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa
harus menunggu malam idul fitri.

4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya yang tidak
dapat dipenuhi melalui hartazakat, dapat diperoleh melalui infaq,

shadagah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga: Rekomendasi:
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1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk
penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya dengan melakukan
langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan
masyarakat.

2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga
amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.

3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman
dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf khususnya
untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid 19.

4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera
menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak

Covid 19 dapat memperoleh haknya.

Berdasarkan rekomendasi dari Fawa MUI No. 23 Tahun 2020 bahwa MUI
berharap kepada Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai
pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf khususnya
untuk kemaslahatan mustahiqyang terdampak Covid 19. Dan Umat Islam
diharapkan untuk segera menyalurkan zakatnya melalui badan/ lembaga amil
zakat yang terpercaya agar pemanfaatan dana zakat dapat tersalurkan dengan

nyata.

5. Alasan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara Terkait Pelaksanaan Fatwa
MUI No. 23 Tahun 2020.

Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk

mengatasi pandemi Covid 19. Fatwa tersebut terdapat dalam No. 23 Tahun 2020
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mengenai penggunaandana infaq, sedekah, dan zakatuntuk penanggulangan
dampak dari pandemi Covid 19. Namun pada praktiknya Fatwa MUI No. 23
Tahun 2020 tidak terlaksana semaksimal. sebagaimana BAZNAS Sumatera Utara
tidak terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas dasar Fatwa MUI No. 23
Tahun 2020 tersebut.

Hal ini terjadi disebabkan beberapa alasan, sebagaimana yang dijelaskan

oleh Sahrul Jalal sebagai Waka 111 Baznas Sumatera Utara:

1. Terdapat program kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga selama
masa pandemi Covid 19. Baznas Sumatera Utara tetap melaksanakan
kegiatan rutinitas sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan
program kegiatan harian, bulanan dan tahunan.

2. Tidak adanya pemberitahuan oleh MUI kepada Baznas Sumatera Utara
terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Yang dalam hal ini seharusnya
MUI melibatkan pihak Baznas dalam pembahasan fatwa tersebut
meningatkan fatwa ini membahas persoalan menyangkutinfaq,
sedekah, dan zakat yang berada di Baznas 8. Sedangkan MUI
Sumatera Utara ketika ditanya persoalan ini, berpendapat, bahwa
sosialisasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 seharusnya itu menjadi
kewenangan MUI Pusat. MUI Pusat seyogyanya berkordinasi dengan

Baznas Pusat dan kemudian kedua oraganisasi  tersebut

8 Wawancara dengan Dedi sebagai Kasubbag Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu
Tanggal. 10 Maret 2021.
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mensosialisasikan fatwa tersebut kepada jajaran pengurus dibawahnya

(MUI Provinsi atau Kabupaten/Kota).®*

Namun demikian Sahrul Jalal menjelaskan bahwa Baznas Sumatera Utara
saat masa pandemi melakukan kegiatan melalui pemanfaatan dana infagq dan
shadagah yang digunakan untuk masyarakat terdampakpandemi, namun bukan
karena atau berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 melainkan berdasarkan
kegiatan dari hasil rapat harian. Dan kegiatan tersebut dengan menggunkan dana
shadagah bukan zakat, dan kegiatan itu juga tanpa memandang agama. Artinya,
segala bentuk bantuan dapat disalurkan untuk masyarakat muslim dan non
muslim. Adapun beberapa program yang terfokus dalam pemanfaatan danainfaq
dan shadagah adalah bantuan program kesehatan masyarakat pada masa pandemi,
seperti pembagian masker.%

Sedangkan untuk dana zakat sebagaimana keinginan dari Fatwa MUI No
23 Tahun 2020 untuk mendistribusikan dana zakat sebagai pemanfaatan bantuan
masyarakat sebagai akibat dari dampak Covid 19 seperti pada beberapa sektor:

1. Sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi
perokonomian yang disebabkan oleh virus Covid 19, bantuan sembako
keluarga, Baznas Sumatera Utara telah memberikan bantuan dengan
masing-masing penerima zakat mendapat paket berupa beras 5 kilogram,

gula 2 kilogram, minyak goreng 2 kilogram, masker, dan uang sebesar

8 Wawancara dengan Akmal Syahputra Pengurus MUI Sumatera Utara, Medan, Hari
Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.

8 Wawancara dengan Sahrul Jalal sebagai Waka 111 Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari
Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.
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Rp150 ribu. 8 Sedangkan untuk cash for work, zakat fitrah, BTM,
sertauntuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh.
Baznas Sumatera Utara belum terdapat kegiatan pelaksanaan tersebut.

2. Sektor pendidikan, kegiatan Baznas Sumatera Utara pada masa pandemi
Covid 19 sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak
Covid 19 pada sektor pendidikan dengan memberikanbantuan pendidikan
dilakukan pada bulan Maret 2021 kepada masyarakat Kabupaten Nias.
Sebagaimana bantuan diberikan untuk tingkat Madrasah Aliyah sebanyak
11 orang sebesar Rp. 1 juta per orang, MTs sebanyak 20 orang sebesar Rp.
500 ribu per orang dan MI sebanyak 35 orang sebesar Rp. 150 ribu per
orang. Baznas Provinsi Sumatra Utara telah memberikan kontribusi dalam
bidang pendidikan yakni bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.
26.250.000 dan tas sekolah.®’

3. Sektor kesehatan yaitu untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi,
penyemprotan disinfektan, Baznas Sumatera Utara belum melakukan

kegaitan tersebut selama masa pandemi Covid 19 hingga sampai saat ini.%®

Penulis menyimpulkan hingga saat ini terdapat berbagai kegiatan
yang dilakukan oleh Baznas Sumatera Utara dalam upaya
penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap masyarakat pada masa

pandemi. Ada yang terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Fatwa

8 https://pemkomedan.go.id/artikel-20358-akhyar-bersama-baznas-medan-dan-sumut-
salurkan-zakat-kepada-kaum-dhuafa.html, diakses pada Hari Minggu Tanggal 04 April 2021.
Pukul 18.00 Wib.

87 ttps://rri.co.id/gunung-sitoli/dinamika/1007675/baznas-sumut-berikan-bantuan-
pendidikan-untuk-siswa-madrasah-teluk-dalam

8 Wawancara dengan Sahrul Jalal sebagai Waka 111 Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari
Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.
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MUI No. 23 Tahun 2020 dan ada yang belum terlaksana. Ketidak terlaksanaan
tersebut tentu diantaranya karena terdapat kurang kerjasamanya antara berbagai
lembaga/ organisasi untuk bersama-sama melakukan kegiatan dalam upaya
penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap masyarakat pada masa

pandemi.

6. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020
di BAZNAS Sumatera Utara.

Baznas Sumatera Utara dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23
Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara terdapat beberapa factor
penghambat sebagai kendala terlaksananya program tersebut,
sebagaimana dijelaskan oleh Sahrul Jalal diantara factor penghambat
tersebut adalah:

1. Tidak adanya keterlebitan Baznas oleh MUI terkait Fatwa MUI No. 23

Tahun 2020. Sehingga anjuran/ rekomendasi oleh MUI tidak dapat
terlaksana secara maksimal. Karena Baznas sebagai organisasi tentu
memiliki program kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
sehingga ketika terdapat kegiatan yang ingin dilaksanakan secara
kondisional perlunya komunikasi dan kerjamasa oleh lintas organisasi
seperti Baznas dan MUI secara maksimal.

2. Dana yang masuk belum maksimal, keterbatasandana di satu

kelompok saja. Jumlah yang berzakat dengan asnaf belum sebanding.

Banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat.
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3. Kondisi Covid 19 ini, Sehingga ekonomi masyarakat pada saat ini
semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk mengeluarkan

zakat karena tidak sampai nisabnya.%®

Penulis menyimpulkan berdasarkan wawancara dengan Bapak
Sahrul Jalal sebagai Waka 11l BAZNAS Sumatera Utara bahwa Tidak
adanya keterlebitan Baznas oleh MUI terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.
Sehingga anjuran/ rekomendasi oleh MUI tidak dapat terlaksana secara maksimal,
Dana yang masuk belum maksimal, dikarenakan banyak perusahaan BUMN
belum sepenuhnya menyalurkan zakat, sehingga ekonomi masyarakat semakin

merosot bahkan tidak bias mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya.

7. Analisis Penulis

Secara hirarki dalam pengaturan perundangan UU No.12 Tahun 2011
adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2)Undang-Undang/Perpu; (3) Peraturan
Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Jika dilihat secara
hirarki, maka posisi fatwa tidak ada. Akan tetapi dalam sumber hukum kita dalam
Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum
dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan

beragama. Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era

8 Wawancara dengan Sahrul Jalal sebagai Waka 111 Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari
Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.
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Reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti ini,
hukum Islam atau figh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional.
Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan
saja sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan Agama, akan
tetapi juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja
peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasukdalam
konteks menempatkan figh sebagai salah satu bentukilmu hukum dalam dunia
hukum, yang dapat memberi artibahwa fatwa atau hukum Islam menjadi sumber
kajian sekaligus sumber hukum materiil di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, para ulama telah memiliki sebuah wadah, tempat,
sarana yang diberi nama Majelis Ulamalndonesia. Tugas MUI adalah memberikan
sebuah kepastian, penentuan, penetapan suatu hukum yang berhubungan dengan
agama Islam yang mana hal ini kita kenal dengan fatwa. Dan fatwa MUI ini yang
akan menjadi tolak ukur, pola pikir, danijtima’ ulama Islam di Indonesia. MUI
memiliki kewenangan memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat
umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional. Berdasarkan
penjelasan diatas dapat dipahami bahwakedudukan fatwa MUI di Indoensia
memiliki kedudukan yang sangat penting. Fatwa MUI merupakan salah satu dari
bahan pertimbangan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan
suatu undang-undang atau peraturan.

Selanjutnya terkait Baznas selaku lembaga pengelolaan zakat sudah
berhasil melalui berbagai program kerja yang telah dirancang dalam menyalurkan

dana zakat dan infaq yang telah terhimpun. Tata cara pendistribusian zakat Baznas
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telah diatur pada Pasal, 25, 26, dan 27, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

Pasal 25 yang berbunyi: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik
sesuai dengan syari’at Islam.”

Pasal 26 yang berbunyi: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan
prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

Pasal 27 yang berbunyi: “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha
produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”

Dengan adanya Undang-undang diatas memberikan jaminan kepada
muzakki dalam membayarkan zakatnya. Sehingga muzakki hanya perlu datang ke
Baznas selaku lembaga pengelolaan zakat untuk menyerahkan harta yang telah
mencapai nishab. Selanjutnya itu adalah kewajiban dari Baznas untuk mengelola
dan mendistribusikan zakat. Tujuan utama dari zakat yaitu penyeimbang antara
orang yang kelebihan dana(surplus fund) dengan orang yang kekurangan dana
(deficit fund). Sehingga akan tercipta perekonomian yang stabil, artinya zakat itu
digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Namun mengingat kondisi wabah pandemi covid-19 yang membawa
dampak yaitu merusaknya perekonomian, sehingga mustahik lebih memerlukan
zakat yang bersifat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari atau habis pakai, dan peran Baznas khususnya Sumatera Utara dalam

pemanfaatan dana zakat sebagai upaya penanggulangan wabah Covid 19 dan
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dampaknya sebagaimana Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, dapat disimpulkan
bahwa peran Baznas Sumatera Utara dikatakan gagal.

Kegagalan tersebut peneliti nilai disebabkan, bahwa sebagai suatu
lembaga/ organisasi yang besar tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan
baik kepada lembaga/ organisasi lainnya sehingga Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020
masih terdapat sebagaian pemangku jabatan di Baznas Sumatera Utara tidak
mengetahuinya. Sehingga kegiatan Baznas Sumatera Utara pada masa pandemi
Covid 19 hanya dengan melaksanakan kegiatan rutinitas sedangkan kondisi
masyarakat pada masa pandemi tidak sedang dalam keadaan sebagaimana biasa,
yang dalam hal ini seharusnya Baznas Sumatera Utara melaksanakan kegiatan
baik rutinitas dan kondisional sebagaimana Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 yaitu
melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk upaya penanggulangan wabah Covid
19 dan dampaknya melalui pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadagah.

Pada faktor penghambat yang dialami Baznas Sumatera Utara
dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 yang menjadikan
dana zakat yang pada masa pandemi Covid 19 sebagai faktor
penghambat karena turunya dana zakat yang diterima dan tidak
tercapainya nisab, seharusnya Baznas Sumatera Utara melakukan
kegiatan sebagai bentuk upaya penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya
melalui pemanfaatan harta infak, dan shadagah. Sehingga kegiatan tersebut dapat
terlaksana dan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 tetap merasa terbantu
dan eksistensi Baznas Sumatera Utara dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya

pada masa-masa sulit pandemi Covid 19.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan
Wabah Covid 19 dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020
diantaranya adalah:

a. Alqur’an: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah. 9:
103)

b. Hadis: yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum
waktunya; Dari Ali bahwa Abbasra. bertanya kepada Nabi Saw.
tentang penyegeraanpengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau
mengizinkannya. (HR. 1bnu Majah dan Abu Daud).

c. Berbagai pendapat ulama, kaidah fikih dan fatwa MUI terkait zakat.

2. Alasan pengurus BAZNAS Sumatera Utara terkait pelaksanaan
Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020:

a. Terdapat program kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga selama
masa pandemi Covid 19. Baznas Sumatera Utara tetap melaksanakan
kegiatan rutinitas sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan
program kegiatan harian, bulanan dan tahunan.

b. Tidak adanya pemberitahuan oleh MUI kepada Baznas Sumatera
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Utara terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Yang dalam hal ini
seharusnya MUI melibatkan pihak Baznas dalam pembahasan fatwa
tersebut meningatkan fatwa ini membahas persoalan menyangkut
infaqg, sedekah, dan zakat yang berada di Baznas.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23

Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara:

4. Tidak adanya keterlebitan Baznas oleh MUI terkait Fatwa MUI No. 23
Tahun 2020.

5. Dana yang masuk belum maksimal, keterbatasan dana di satu
kelompok saja. Jumlah yang berzakat dengan asnaf belum sebanding.
Banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat.

6. Kondisi Covid-19 ini, Sehingga ekonomi masyarakat pada saat ini
semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk mengeluarkan

zakat karena tidak sampai nisabnya

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis dapat memberikan saran

diantaranya adalah:

1. Diharapkan MUI dan Baznas Sumatera Utara dapat menjalin
kerjasama dan komunikas yang baik sehingga segala informasi,
rekomendasi dan kebijakan setiap organisasi dapat diketahui dengan
baik sehingga dapat terciptanya kegiatan-kegiatan yang saling

mendukung demi kesejahteraan umat pada masa akan datang.
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2. Diharapkan Baznas Sumatara Utara membuat perencanaan (planning)
atau strategi untuk mengatasi besarnya dana konsumtif untuk
penyaluran zakat agar bisa kembali seimbang seperti semula pada
masa pandemi Covid 19.

3. Baznas Sumatera Utara tetap melaksanaan sosialisasi zakat tidak
hanya saja kepada Instansi/lembaga akan tetapi juga kepada
masyarakat umum di setiap kecamatan guna meningkatkan biaya

penerimaan zakat.
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